PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR f. TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paszal 186 ayat {1} Undang-lindang Naomeor

32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan

Bupati Dairi tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan DBelanja
Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2006.

. Undang-Undang ™Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kahupaten Dnernhk

Tingkat ¥ Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9.
Tambahan Lembaran Nepara Nomor 2689);

. Undang-Undang Nomor |8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerab dan Retribusi Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanpg Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun §997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2000
Nomor 246, Tambzhan Lembaran Negara Nowmor 4048);

+ Usdang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ([.embaran Negara

Republik Indonesia Tehun 2003 Nomor 47, Tambalin Lembaran Negars Nomoe
4286);

. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004, tentang Perbendaharean Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355); ’

. Undang-Undang Nomor |G Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Womor 125, Tambahan Lembaran Nepara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang .
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Deerah {Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor § Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4548 )

. Undang-Undeng Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pcrimbangan Kecuangan antarn

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Deerah {Lembaran Negare Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980, tenlang Mak Keuvanpaw/Administratil
Kepala Daerah/Wakil Kepala Dacrah dan Bekas Kepala Dacrabv/Bekas Wakil Kepala
Daerah serta JandaDudenya (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1980
Nomor 16, Tambshan Lembaran Negara Nomor 3160, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintzh Nomor 59 Tahun 2000 tentang  Hak
Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Dacrah dan Bekas Kepala
Drerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya )} scbagaimana telsh
beherapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomr 16 Tahun 1993
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121y;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimatia telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomaor 104 Tahur 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambehan Lembaran Negara Worhor
4165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung

Jawaban Keusngan Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tehun 2000 Nomor
201, Tambahan Lembaran Megara Momor 4022);

. Peraturan Pemerintah Nomaor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Dastah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tohun 2000 Nomar 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 4024),

. Peratutan Pemerintah Nomor {08 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggung

Jawaban Kepala Doerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepaln

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

. Petaturan Pemerintah Nomor 65 Tahut 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Megara

Republik [ndonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Noimor
4138y,

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Relribusi Daerah {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139),

. Peraturan Daerah Kebupaten Dairi Nomor 01 Tehun 2004, ienlang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004
Nomor 01); :

. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004, tentang Rencana Strategis

(RENSTRA} Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2009 {Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 12}

. Peraturan  Daerah Kabupaten Daid Nomor 09 Tahun 2005 tenténg Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2006 {lLembaran
Dacrah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 09);

. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2006
{Lembaran Daerah Kabupsaten Dairi Tahun 2006 Nomor 09);
Peraturan Daerah Kabupaten Daiti Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Dairi Tahun Anpgaran 2006
(Lembaran Daersh Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 08).
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG FENJABARAN PERHITUNGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

[Jalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

i.
2
3

4.

.

20

Daerah adalah Kabupaten Dairi ;
Bupati adalah Bupati Dairi ; ‘
Pemeriniah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terditi dari Bupati dan Perangkit
Daerah Kabupaten ;
Perjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dischul
Penjabaran Perhitungan APBD adalah Perhitungan atas Pelaksanaan dari semuwa yang lelah
dianggerkan dalam Tahun Anggaran berkenan baik kelompok Pendapatan, Belanja maupun
Pembiayaan;
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yany diakui sebagai penambah nilai kekayaun
hersih:
Hetunn Dacrah adalsh kewajiban Temerintah Duerah yang diakui sebagai pengurang nitai kehaynon
bersih;
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
Pengeluaran Daerak adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
Pembiayaan edalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atan pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun tahun-talun Anggaran
berikuinya: - -

. Sisa Perhitungan Anggaran adatah selisih lebih dari surplusfdefisit ditambah dengan sumber-sumber
pembiayaan berupa selisih antara penerimaan deerah dan dikurangi sumber-sumber pembiayaan
yarg meripakan pengeluaran daerah.

BAB I
PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALERAI

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan darn Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2006, sebesar :
1. PENDAPATAN oo ns .

- Pendapatan Tahun Berjalan Rp. 343.689.372.086.97

2. BELANIA e
- Betanja Aparatur Ryp.177.093.881.872,74
- Belanja Publik Rp.150.900,518.£76.00 {+}
Jumlah ‘ Rp. 327.994.400.048.74 (-}

Rp.  15.694.972.038.23
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3 PEMBIAYAAN i e
- Penerimaan dari Sisa Perhituny:an Tahun 2003
(Sil.PA 2003) Rp. 7.756.236.1 |8.42
- Penpcluaran Pembiayaan Rp. 3.575.328,500.06 (-)
Rp.__4.180927.618.36(+)
4. Sisa Buku Kas per -3| Desember el esabfo e Rp. 19.875.899.656.59
5 Sisa Perhiungan Tahun 2000, Rp.  19.875.899.656,5%

P'asal 3

Jumlah Peadapatan dan Belanja Urusan Has dan Perhitungan Yahun Anggaran 2006
schesar R 11.371.432.739.00
lerdiri awas

. Pendapatan Rp. 11.37£.432,739.00
2. Belanja Rp. 11.371.432.739,00
Sisa Urnsan Kas dan Perhitungan Rp. Nihil

Pasal 4

(13 Ringkesan Penjabaran Pechitingan Anggaran Pendapatan dan Belonga Dacrah ‘ahun Anggaran 200
sohagaimana dimaksud dulum Pagal - din 3, sebagaimans tereantum dalam Lampiran [,

(2) Penjabaran Perhitungan Anggaran [rndapatan, schagaimana tercantum dalam {.ampiran I1.

{3y Rincian dari Ringkasan Panjubaran Perhitungan APBD schagaimana dimaksud pada Ayal (1) adatah :

7. Ringkasan Penjabarnn Perhitunnon Anggaran Pendapatan (PATH schagaimana teTeantum dals
Lampiran 1.1

b. Ringkasan Penjabaran Perhitungin Angparin Pendapatan (Por 'as) sebagaimana iercanium dalt
Lampiran {1.2: "

¢, Ringkasan  Penjabaren  Perhibigan Angparan  Pendaptinn yehagaimone  tercantum - dalt
{ampiran 11.3: )

¢. Ringkasan Perhilungan Pembiayaan schagaimana tercanlum dalam Lampiran 1V

¢. Penjabaran I'erhitungan fetania . chagatmana lercantum dalam Lampiran V:

I Ringkasan Penjabaran Perhilung Helanja sehapaimana tercantums dalam Lampiran VI

(4

—_

Rincian Urusan Kea¢an Perhitungm- tUKP) dimaksud Pasal 3 yaits
2. LIKP Penerimann sebagaimana tecantum datam | .ampiran 11
b. UKP Delanja schagaimana lere: tum dalam Fampiran YL

Trasal 3

{.ampiran-lampiran tersehul pada Pasal | erupakan hagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Buy
mi.

BAR 0.
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nAR m
KETENTUAN PENUTUY
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scliap orang mengetahuinya. memeriniahkan  pengundangan Veraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kibupaten Dair,

Diterapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 ’:l_q:\lh\b'zr' 2007.

TBURATI DAIRI,

Diundangkan  di  Sidikalang
ada tangpal ) Besopbor 2007 e
P geal © e

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR IL
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